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INTISARI 
 
Dalam penulisan ini, penulis mengambil judul Politik Hukum Terhadap Dinamika  
Kewenangan Lembaga Peradilan Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa 
Perdagangan Antara Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dengan Pt.Berkah Karya 
Bersama Dan Pt. Cipta Televisi Republik Indonesia. Adapun tujuan penelitian 
dari penulisan ini, yaitu Untuk mengetahui dan mengkaji Apakah ada 
ketidakjelasan hukum yang menyebabkan dinamika penafsiran yang berbeda - 
beda antara kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dan Untuk mengetahui 
dan mengkaji Politik Hukum kedepan agar ada kepastian hukum tentang 
kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam sengketa perdagangan. Jenis 
penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian normatif. 
Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma 
hukum positif.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan 
politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primeir dan bahan hukum sekunder.Penelitian 
hukum ini menarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif, yang yang bearti 
suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat 
umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengan suatu kesimpulan 
yang khusus. Kesimpulan dalam pembahasan penelitian ini yaitu Kewenangan 
Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tekstual tidak ada 
ketidakjelasan hukum, namun dalam praktek menimbulkan penafsiran yang 
berbeda-beda, apakah Klausula Abitrase boleh mengesampingkan Pasal dalam 
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Politik hukum dalam menanggulangi/mangantisipasi 
beberapa hal yang belum diatur  dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Dalam Pasal 9 
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa diatur tentang Perjanjian Arbitrase/Klausula Arbitrase 
dapat mengesampingkan Pasal dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi Perjanjian 
Arbitrase/Klausula Arbitrase tidak boleh mengesampingkan Pasal Esensial, dan 
Pasal Esensial yaitu Pasal 3,5,7,9,11,70,71,72 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 11 tentang 
tentang akibat hukum bagi Para pihak yang tidak beritikad baik selama 
berjalannya arbitrase sampai putusan arbitrase dan eksekusi putusan arbitrase.. 
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ABSTRACT 
 
The title of thesis is“ Legal Politics Against the Dynamics of the Authority of the 
Judicial and Arbitration Institution in the Settlement of Trade Disputes Between 
Ny. Siti Hardiyanti Rukmana With PT.Berkah Karya Bersama And PT. Cipta 
Televisi Republik Indonesia”.The purpose of this study is to know and assess 
whether there is legal uncertainty that causes the dynamics of different 
interpretations between the authority of the District Court and Arbitration, and To 
know and review the Legal Politics in the future so that there is legal certainty 
about the authority of the District Court and Arbitration in the dispute trading. The 
type of research used in this study is the type of normative research. Normative 
legal research is legal research that focuses on positive legal norms. The approach 
used in this research is the legal political approach. The data used in this research 
is secondary data consisting of primeir law material and secondary law 
material.The conclusion of this study is that the authority of the District Court and 
Arbitration in Law Number 30 years 1999 on Arbitration and Alternative 
Settlement of Disputes in textual clarity is clear, but in practice there is a different 
interpretation, there is also an incomplete procedural law concerning is  can the 
arbitration clause override the law and the Arbitration Institution it is required 
Legal politics in anticipating some unregulated matters causing legal Uncertainty 
about the Court's Authority and Arbitration and the Weakness of Arbitration itself 
by amending article 9 and 11 Law Number 30 Year 1999 regarding Arbitration 
and Alternative Dispute Settlement. 
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